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A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisi yang dilaksanakan , sebagaimana diuraikan
pada bab-bab sebelumnya maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kewenangan yang dimiliki kejaksaan tinggi dalam hal ini yang
berkedudukan dikalimantan tengah khususnya dalam bidang penyidikan pada
tindak pidana korupsi terletak pada kepala kejaksaan tinggi kalimantan
tengah. Kepala kejaksaan tinggi kalimantan tengah memiliki kewenangan
sebagai penanggung jawab dalam hal perumusan kebijakan, penyelengaraan
dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan penegakan
hukum, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial,
penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim,
pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan
peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta
pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kesemuanya itu menjadi
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tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi termasuk jika menyangkut perkara
tindak pidana korupsi. Sementara dalam operasionalnya, sebagai pelaksana
atau eksekutor pada kejaksaan tinggi wewenang penyidikan pada tindak
pidana korupsi dipegang oleh asisten tindak pidana khusus yang
kewenangannya meliputi mengendalikan Penyelidikan, Penyelidikan, Pra
penuntut, Pemeriksaan tambahan, Penuntut, Pelaksanaan Penetapan Hakim
dan Putusan pengadilan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas
bersyarat serta tindakan hukum lainya.

2. Pengawasan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana
korupsi ada 2 macam vyaitu: pengawasan internal termasuk didalamnya yang
dilakukan oleh komisi etik atau persaja dan pegawasan eksternal yang
dilakukan oleh organisasi atau lembaga swadaya masyarakat/LSM serta peran
serta pengawasan yang dilakukan oleh publik, serta pengawasan yang
dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan, DPRD, DPR, bahkan hingga
presiden serta komite etik kejaksaan yang selalu mengawasi Kinerja kejaksaan

tinggi hingga kepada jabatan yang paling bawah hingga jabatan puncak.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapan saran
sebagi beriku ini:
1. Untuk terjaminnya proses peradilan yang bersih dan lancar khususnya
dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan jaksa yang bertindak sebagai
penyidik tidak lagi bertindak sebagai penuntut umum. Jadi ada pemisahan
kewenangan sehingga proses penyidikan dan proses pelimpahan perkara ke
pengadilan berjalan lancar dan efisien.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak
pidana korupsi , dimana untuk kelancaran pelaksanaan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, perlu dilakukan
penghapusan peraturan yang menghambat pelaksanaan pemberantsan tindak
pidana korupsi, seperti penghapusan permintaan izin pemeriksaan pejabat
tertentu, aturan untuk meminta izin kepada bank indonesia untuk memeriksa
rekening tertentu yang terkait dengan tindak pidana korupsi, dan lain-lain.
Pengawasan internal kejaksaan sangat dipengaruhi Kinerja dari unit
pengawasan fungsional yang dipegang oleh jaksa agung muda pengawasan dan
perangkatnya. Sebagi ujung tombak dalam pengawasan kinerja sudah sepatutnya
menyusun strategi yang tepat dalam pengawasan di lembaga kejaksaan sehingga
mampu meningkatkan performa personil kejaksaan dan mampu memenuhi harapan

masyarakt, terutama mengawasi semua personil yang bertugas dalam penyidikan
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tindak pidana korupsi mengingat bangsa ini masih terus berjuang melawan kejahatan

extra ordinaryini
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